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APA YANG KITA INGINKAN

UNTUK MASA DEPAN?



KELUARGA YANG SEHAT

PENDIDIKAN YANG MERATA

AKSES UNTUK AIR BERSIH

EKONOMI YANG KUAT

LINGKUNGAN YANG TERAWAT



...Untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia…
-Pembukaan UUD 1945-



DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL’S



Apa Itu SDGs ?



4 PILAR SDGs

Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya 
pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas 

secara adil dan setara untuk meningkatkan 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya 
pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui 

keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, 
industri inklusif, infrastruktur memadai, energi 
bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah 
terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang 
efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk 

menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai 
negara berdasarkan hukum

Pembangunan Pembangunan Lingkungan SDGs 
adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya 

alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai 
penyangga seluruh kehidupan

SOSIAL

EKONOMI

LINGKUNGAN

HUKUM & TATA KELOLA





METADATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOAL’S INDONESIA



TUJUAN 
PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN

TPB/SDGs Nasional
17 Tujuan, 289 Indikator

PILAR PEMBANGUNAN
SOSIAL

87 Indikator

Tujuan 1: Tanpa  

Kemiskinan

(14 Indikator)

Tujuan 2: Tanpa
Kelaparan

(16 Indikator)

Tujuan 3: Kehidupan Sehat

dan Sejahtera  (31 Indikator)

Tujuan 4: Pendidikan  

Berkualitas
(14 Indikator)

Tujuan 5: Kesetaraan  

Gender
(12 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN
EKONOMI
89 Indikator

Tujuan 7: Energi Bersih  

dan Terjangkau
(7 Indikator)

Tujuan 8: Pekerjaan Layak  

dan Pertumbuhan Ekonomi  

(19 Indikator)

Tujuan 9: Industri, Inovasi,

dan Infrastruktur  (21 

Indikator)

Tujuan 10: Berkurangnya  

Kesenjangan

(17 Indikator)

Tujuan 17: Kemitraan  

Untuk Mencapai Tujuan  

(25 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN

77 Indikator

Tujuan 6: Air Bersih dan

Sanitasi Layak

(10 Indikator)

Tujuan 11: Kota dan
Pemukiman Yang  

Berkelanjutan  
(17 Indikator)

Tujuan 12: Konsumsi dan  
Produksi Yang  

Bertanggungjawab

(17 Indikator)

Tujuan 13: Penanganan  

Perubahan Iklim
(9 Indikator)

Tujuan 14: Ekosistem  

Lautan

(10 Indikator)

Tujuan 15: Ekosistem  

Daratan
(14 Indikator)

PILAR PEMBANGUNAN
HUKUM DAN TATA KELOLA

36 Indikator

Tujuan 16:  
Perdamaian, Keadilan,  

dan Kelembagaan  
Yang Tangguh
(36 Indikator)



Perkembangan Metadata 
Indikator Nasional  TPB/SDGs

✓ Diterbitkan pada tahun 2017  
sebagai Metadata Indikator Nasional  
TPB/SDGs di Indonesia.

✓ Terdapat 319 Indikator Nasional

✓ Menjadi dasar penyusunan 
Rencana  Aksi Nasional (RAN) 
TPB/SDGs  2017 – 2019

✓ Terdapat 94 Target yang 
mainstream

dengan RPJMN 2015-2019

✓ Diterbitkan pada tahun 2020 sebagai  
Metadata Indikator Nasional 
TPB/SDGs  Edisi II menggantikan 
Edisi I.

✓ Terdapat 289 Indikator Nasional

✓ Menjadi dasar penyusunan Rencana  
Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021 
– 2024

✓ Terdapat 124 Target yang mainstream
dengan RPJMN 2020 -2024

METADATA EDISI I METADATA EDISI II

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022
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FAQ: Mengapa Metadata Indikator  SDGs 
mengalami kaji ulang atau  
pemuktahiran?

JAWABAN:

Kaji ulang Metadata Indikator Nasional
SDGs dilakukan untuk:

•Menyesuaikan indikator nasional agar  bisa 
sesuai dengan indikator global.

•Mempertajam definisi dan konsep dari
indikator nasional SDGs.

•Menyesuaikan metode perhitungan  apabila 
ada perubahan cara  pengumpulan data atau 
sumbernya.

•Memperbaiki kesalahan minor yang ada  pada 
metadata edisi sebelumnya.

•Menghilangkan indikator proxy apabila  sudah 
ada indikator nasional yang  susuai indikator 
global dan apabila  indikator tersebut dirasa 
sudah tidak  lagi dibutuhkan.

Tidak semua indikator pada metadata  
indikator nasional SDGs dilakukan  perubahan.

Tujuan 1→ 26 Indikator

Tujuan 2→14 Indikator

Tujuan 3→26 Indikator

Tujuan 4→11 Indikator

Tujuan 5→14 Indikator

Tujuan 7 → 6 Indikator

Tujuan 8 → 17 Indikator

Tujuan 9 → 12 Indikator

Tujuan 10 → 11 Indikator

Tujuan 17 → 25 Indikator

Tujuan 6 → 29 Indikator

Tujuan 11 → 21 Indikator

Tujuan 12 → 7 Indikator

Tujuan 13 → 4 Indikator

Tujuan 14 → 9 Indikator

Tujuan 15 → 13 Indikator

Tujuan 16 → 34 Indikator

Tujuan 1 → 14 Indikator

Tujuan 2 → 16 Indikator

Tujuan 3 → 31 Indikator

Tujuan 4 → 14 Indikator

Tujuan 5 → 12 Indikator

Tujuan 7 → 7 Indikator

Tujuan 8 → 19 Indikator

Tujuan 9 → 21 Indikator

Tujuan 10 → 17 Indikator

Tujuan 17 → 25 Indikator

Tujuan 6 → 10 Indikator

Tujuan 11 → 17 Indikator

Tujuan 12 → 17 Indikator

Tujuan 13 → 9 Indikator

Tujuan 14 → 10 Indikator

Tujuan 15 → 14 Indikator

Tujuan 16 → 36 Indikator

METADATA EDISI I METADATA EDISI II

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Total

Indikator Global
(UNSTAT):

247

Indikator Global yg

MEMILIKI PROKSI 

dan
akan dikembangkan

64
=

=

+
Indikator

Nasional

SESUAI  
INDIKATOR  

GLOBAL

135

+

+ +
Indikator 

Nasional  sebagai  

PENGAYAAN

56

Indikator Global yg  

akan dikembangkan

45
*tidak memiliki proksi nasional

Indikator

Global yg

tidak

relevan

3

Total Indikator  

NASIONAL 

sesuai  Metadata 

Ed. II

289

Indikator nasional  

sebagai PROKSI  

indikator global

98
Indikator Nasional sebagai  

Proksi adalah indikator 

nasional  yang konsep dan 

cara  pengukurannya 

merupakan  proksi untuk 

menjawab  metadata 

indikator global.

Dapat dilihat perbedaannya  

pada kode indikator yang  

memiliki notasi (a) (b) (c)

Indikator Nasional sebagai pengayaan  

atau tambahan adalah indikator  

nasional sebagai pengayaan dari  

indikator nasional sesuai indikator  

global untuk menambahkan data  

capaian yang bisa Indonesia laporkan.  

Dapat dilihat perbedaannya pada 

kode  indikator yang memiliki notasi 

[a], [b],  [c]

Indikator Nasional sesuai 

dengan  indikator global adalah 

indikator  nasional yang konsep 

dan cara  pengukurannya sama 

dengan  metadata indikator 

global.

Dapat dilihat perbedaannya 

pada  kode indikator yang 

memiliki  tanda bintang (*)

Pemetaan Indikator SDGs (Global dan Nasional) dan 

Klasifikasinya

Indikator tingkat global yang BELUM menjadi indikator nasional Indonesia berjumlah 109 indikator. Indikator ini akan terus dicoba dikembangkan

pada Metadata Nasional edisi selanjutnya.

Keterangan: Indikator yang menjadi indikator nasional sesuai Metadata Edisi II adalah yang berwarna hijau Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



METADATA SDGs EDISI I –BUKU PILAR SOSIAL

Indikator 3.3.1.(a) sebagai proksi indikator global
METADATA SDGs EDISI II –BUKU PILAR SOSIAL

Indikator 3.3.1* sebagai indikator sesuai global

Indikator 3.3.1.(a) pada  

Metadata Edisi I  berubah 

menjadi

Indikator 3.3.1* pada Metadata

Edisi II

Konsep dan Metode  

perhitungannya pun berubah

CONTOH 1: Indikator nasional yang “naik kelas” dari Indikator proksi menjadi

indikator sesuai global

Contoh Perubahan pada 
Metadata Indikator TPB/SDGs 

Nasional Edisi II (Contoh 1)

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Contoh Perubahan pada 
Metadata Indikator TPB/SDGs 

Nasional Edisi II (Contoh 2)

METADATA SDGs EDISI I –

BUKU PILAR SOSIAL

Indikator 3.7.1*

CONTOH 2: Indikator nasional yang metode perhitungannya berubah 

pada  Metadata Edisi II

METADATA SDGs EDISI I –

BUKU PILAR SOSIAL

Indikator 3.7.1*

Indikator 3.7.1* pada  

Metadata Edisi I  

berubah metode  

perhitungannya pada  

Metadata Edisi II

Indikator 3.7.1*

secara konsep dan definisi masih sama pada

Metadata Edisi I dan II

Tetapi metode perhitungannya berubah

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Contoh Perubahan pada 
Metadata Indikator TPB/SDGs 

Nasional Edisi II (Contoh 3)
Indikator 2.2.1.(a)

terdapat pada Metadata Edisi I sebagai indikator 

pengayaan/tambahan  dari indikator 2.2.1*

Indikator 2.2.1.(a) sudah tidak lagi  

dicantumkan (dihilangkan) pada Metadata  

Edisi II karena pengukuran terkait stunting  

sudah terpenuhi oleh indikator 2.2.1* yang  

juga sudah sesuai global.

CONTOH 3: Indikator nasional sebagai proksi yang terdapat pada Metadata 

Edisi I kemudian dihilangkan pada Metadata Edisi II Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



APA KESULITAN SELAMA INI?



Ketersediaan data sesuai indikator pada 
metadata SDGs

Permasalahan SDM

Koordinasi yang 
belum optimal

Kurangnya pemahaman 
terkait SDGs dan RAD 
SDGs

Keterbatasan 
anggaran

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



AMANAH INTEGRASI SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL’S INDONESIA



Amanah Prinsip Berkelanjutan

KLHS → rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

PP 46/2016 Pasal 2 
ayat 2 dan Pasal 17 
ayat 1 → Kemendagri
sesuai
kewenangannya
mengatur
pembuatan dan
pelaksanaan KLHS 
RPJMD 

UU 32/2009
Perlindungan 
Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup



Amanah Prinsip Berkelanjutan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan

Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/ 

atau Program.

Permendagri 86/2017



Amanah Prinsip Berkelanjutan



INTEGRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOAL’S PADA DOKUMEN



• Renaksi TPB/SDGs: dokumen rencana kerja 5 (lima) 

tahunan untuk pelaksanaan berbagai program dan 

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung 

mendukung pencapaian target TPB/SDGs di tingkat nasional 

dan daerah baik oleh pemerintah dan non-pemerintah 

(filantropi dan bisnis, CSO dan media, akademia, dan pihak 

terkait lainnya).

• Renaksi TPB/SDGs sesuai mandat Perpres No. 59/2017:

1. Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional. Pemerintah 

Pusat menetapkan RAN TPB/SDGs. RAN 2021-2024 

telah dilakukan soft launching oleh Menteri PPN/ 

Bappenas pada 23 November 2021.

2. Renaksi TPB/SDGs di tingkat provinsi. Gubernur 

menetapkan RAD TPB/SDGs yang memuat rencana 

aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
RAN TPB/SDGs 2021-2024

PEDOMAN TEKNIS 
PENYUSUNAN RENAKSI 

TPB/SDGs – EDISI II

PEDOMAN TEKNIS 
PEMANTAUAN & EVALUASI 

TPB/SDGs –EDISI II

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Dokumen RAD 
TPB/SDGs

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Yang Telah Direncanakan Dalam RAD SDGs

Penterjemahan ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Koordinasi dan Kolaborasi Pelaksanaan Program

• Untuk meningkatkan daya ungkit dan efektivitas dari program dan kegiatan dalam RAD

SDGs yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan.

• Koordinasi: memperluas cakupan program dan menghindari duplikasi kegiatan.

• Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan:

➢ Antar OPD di tingkat provinsi dan antar OPD di tingkat kab/kota

➢ Antara OPD provinsi dan OPD kab/kota

➢ Antara OPD dengan organisasi nonpemerintah

➢ Antara Pemkab/Pemkot dengan Pemdes

➢ Antar organisasi nonpemerintah

• Mengintegrasikan target & indikator SDGs ke dalam RPJMD, RKPD, dan RENSTRA 

OPD

• Memastikan program dan kegiatan dalam RAD dituangkan dalam perencanaan dan

penganggaran tahunan (RKPD dan Renja PD) di tk. provinsi dan kab/kota

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Sistematika
Renaksi
SDGs

Bab I Pendahuluan

1. Keselarasan SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

4. Pembiayaan TPB/SDGs

5. Metodologi Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

6. Sistematika Renaksi TPB/SDGs

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs

(Analisis kondisi capaian dan tantangan 17 Goals)

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs

(Arah kebijakan dan rencana capaian target (matriks 1) untuk 17 Goals)

Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Bab V Penutup

Lampiran

1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Matriks 2a Pemerintah Pusat/2b Pemda)

2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, akademia, Matriks 4 pelaku usaha)
Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Tabel ini memuat target SDGs, indikator SDGs, sumber data, penetapan tahun dasar pada setiap 

indikator SDGs, dan target pencapaian setiap tahun (rencana capaian pada tataran dampak).

Kode 

Indikato  

r (3)
Nama Indikator SDGs (4)

Sumber Data 

(5)
Satuan (6)

Angka 

Dasar 

(Baseline)  

(7)

Target Pencapaian (8)

2020 2021 2022 2023 2024

Target SDGs (2)

Matriks 1 (bagian dari Bab III dan Lampiran 1)

CONTOH MATRIKS 1

FORMAT MATRIKS 1

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



FORMAT MATRIKS 2b

Tabel ini memuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta target tahunan, sumber pendanaan, 

dan alokasi anggaran indikatif 5 tahun dari setiap sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah

Matriks 2b Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah

Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan & Keuangan Daerah

Keterangan:

1. Diisi dengan kode dan nama program, kode dan 

nama kegiatan, kode dan nama sub-kegiatan yang 

terkait pencapaian target indikator SDGs 

(berdasarkan lampiran Permendagri 90/2019 

(diperbaharui dengan Kepmendagri 050/5889

)

2. Diisi dengan satuan untuk mengukur sub-kegiatan

(persentase, unit, rasio, orang, dst)

3. Diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya 

dengan memasukan angka target dari dokumen 

resmi termutakhir

4. Diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung 

selama 5 tahun untuk setiap rincian output dalam 

juta rupiah (Pemerintah Daerah)

5. Diisi dengan diisi dengan sumber pendanaan untuk 

pelaksanaan sub kegiatan selama 5 tahun (APBD, 

DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat)

6. Diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan dari sub 

kegiatan tersebut

7. Diisi dengan nama OPD yang melaksanakan

program/kegiatan/rincian output tersebut

CONTOH MATRIKS 2B

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



FORMAT MATRIKS 3

1. Diisi dengan nama program, nama kegiatan, 

dan output kegiatan untuk mencapai target 

yang telah ditetapkan pada indikator 

TPB/SDGs

2. Diisi dengan satuan untuk mengukur output

kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.)

3. Diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya 

dengan memasukan angka target yang 

ditetapkan dalam dokumen lembaga 

pelaksana

4. Diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung 

selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 

atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap output 

kegiatan dalam juta rupiah

5. Diisi dengan sumber pendanaan untuk 

pelaksanaan output kegiatan selama periode 

tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, 

dst.)

6. Diisi dengan lokasi cakupan program dan 

kegiatan pada lembaga pelaksana non 

pemerintah (tingkat nasional, provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan, desa)

7. Diisi dengan nama organisasi/lembaga non 

pemerintah yang melaksanakan program 

tersebut

Matriks 3 Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Organisasi 
Kemasyarakatan/ CSO, Filantropi, Akademia)

Keterangan:

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)
Satuan

(2)

Target Tahunan (3)
Indikatif Alokasi  

Anggaran

(Rp Juta) (4)

Sumber 

Pendanaan  

(5)

Lokasi

(6)

Instansi  

Pelak-

sana (7)2020 2021 2022 2023 2024

PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs

Nama Program 1

Nama Kegiatan 1: 1.1. Output Kegiatan:

1.2. Output Kegiatan:

Nama Kegiatan 2: 2.1. Output Kegiatan:

2.2. Output Kegiatan:

CONTOH MATRIKS 3

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Matriks 4 Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah
(Pelaku Usaha/Bisnis)

Keterangan:

1. Diisi dengan kode sesuai uraian kegiatan (Lampiran 3 Pedoman Renaksi)

2. Diisi mengacu pada POJK 51/03/2017 dan SSEOJK ttg TJSL, isian uraian kegiatan (Lampiran 3 Pedoman Renaksi)

3. Diisi dengan kode nomor indikator TPB/SDGs Indonesia mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia

4. Diisi dengan nama indikator TPB/SDGs mengacu kepada pedoman metadata TPB/SDGs Indonesia

5. Diisi sesuai jumlah kegiatan/proyek/program berkelanjutan yang akan dikerjakan

6. Diisi dengan uraian nama kegiatan/proyek/program yang akan dikerjakan untuk mencapai indikator capaian di kolom 7

7. Diisi dengan indikator capaian sesuai dengan uraian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/03/2017

8. Diisi dengan satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst.)

9. Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan/proyek/program (dalam tahun) untuk mencapai target indikator sesuai kolom 7

10. Diisi dengan target capaian indikator jangka panjang bisa tiga atau lima tahun

11. Diisi dengan target tahunan dari indikator capaian (bila ada)

12. Diisi dengan indikasi pendanaan yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan (kolom 6) selama jangka waktu yang direncanakan (kolom 9) dalam juta rupiah

Format Matriks 4

Sumber : Sekretariat SDGs Bappenas RI, 2022



Dijawab dengan apa di 
dokumen

perencanaan?

Program?
Kegiatan?

Sasaran OPD?
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